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Kekerasan terhadap anak di sekolah atau yang lebih dikenal dengan bullying sudah lama terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Bahkan media menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi “darurat” bullying di sekolah. Akan tetapi, kepedulian negara Indonesia melalui pemerintahannya dan komunitas sekolah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di sekolah masih sangat rendah. Tanggungjawab negara Indonesia dalam mencegah bullying –  sebagai sebuah bentuk kepedulian – sangat berbeda dengan Norwegia yang memiliki program pencegahan bullying. Salah satu program untuk mencegah bullying adalah membuat tata tertib sekolah. 
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1.Pendahuluan
Perlindungan terhadap hak-hak anak dari segala macam kekerasan di sekolah atau bullying adalah persoalan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dengan jelas di dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak. Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak maka negara secara resmi mengakui prinsip bahwa anak bukan lagi menjadi properti orangtua melainkan seseorang yang bernilai dengan memiliki hak-haknya secara mandiri; dan untuk mewujudkan hak-hak ini maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara, orang dewasa dan orangtua untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak tersebut.​[1]​ Ketentuan ini telah ditegaskan kembali di dalam perundang-undangan nasional yang dimiliki Indonesia.​[2]​ Bahkan di Indonesia, penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak ini diperluas kepada masyarakat, khususnya masyarakat akademis. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan juga bahwa akademisi sebagai anggota masyarakat memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai komunitas akademik, maka yang dapat dilakukan akademisi dalam menghadapi persoalan perlindungan hak anak adalah melalui tri dharma perguruan tinggi.​[3]​
Kekerasan terhadap anak di sekolah atau yang lebih dikenal dengan bullying sudah lama terjadi di Indonesia,​[4]​ termasuk di Kota Semarang.​[5]​ Bahkan media menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi “Darurat bullying di sekolah”.​[6]​ Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, dan sering kali dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya (baik secara individu atau kelompok) lebih berkuasa atas pihak yang dianggap lemah. Kekerasan demikian disebut bullying. Bullying/kekerasan adalah penghambat besar bagi seorang anak untuk mengaktualisasikan diri. Bullying/kekerasan tidak memberi rasa aman  dan nyaman, membuat para korban bullying merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban bullying juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya.​[7]​ Kekerasan atau bullying juga diyakini sebagai salah satu alasan pemicu untuk melakukan bunuh diri atau percobaan bunuh diri di Indonesia. Tingginya angka bunuh diri menjadi trend yang menguatirkan karena sebanyak 30 anak umur 6 hingga 15 tahun telah bunuh diri dan mencoba bunuh diri pada tahun 2001 hingga 2005.​[8]​ Akan tetapi belum ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terulangnya kekerasan dengan menciptakan kebijakan atau sistem yang diperlukan. Kepedulian pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di sekolah masih sangat rendah.​[9]​ Hal ini berbeda dengan kepedulian pemerintah Norwegia dalam menyikapi bullying yang terjadi di negaranya​[10]​ – dengan cara segera melakukan program pencegahan bullying yang bersifat nasional. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengertian, jenis dan penyebab bullying. Selanjutnya, pembahasan mengenai tanggungjawab negara dalam mencegah bullying yang dilakukan oleh Norwegia dan Indonesia akan disampaikan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan tindakan yang ditempuh memiliki pengaruh pada perilaku bullying di sekolah. Bagian terakhir adalah pembahasan tata tertib sekolah yang responsive anti kekerasan/bullying sebagai salah satu mode untuk mencegah bullying – tata tertib ini adalah salah satu mode yang diterapkan oleh Norwegia dalam program pencegahan bullying di negaranya.  
2. Pengertian, Jenis  dan Penyebab Bullying
Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying di antaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Bullying berasal dari kata ‘bully’ yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah.​[11]​ Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan belum ada ketentuan yang mengatur tindak ‘bullying’ karena selama ini bullying dianggap tidak membahayakan jiwa korban. Akan tetapi dengan perubahan undang-undang nomor 35 tahun 2014, terdapat penambahan definisi kekerasan sebagai landasan operasional bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang terjadi di ranah privat atau publik, seperti di sekolah. 
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara khusus tentang bullying melainkan hanya memberi penjelasan tentang definisi kekerasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah: “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.
Para peneliti telah membuat identifikasi suatu tindakan atau perilaku yang dapat digolongkan sebagai bullying.​[12]​ Kemudian, jika menilik unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian bullying, maka bullying dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia (termasuk juga hak asasi anak karena:
1)	adanya keinginan dari pelaku untuk menyakiti; 
2)	adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak yang lemah 
terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri; 
3)	pengulangan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
Contoh-contoh tindakan negatif yang termasuk dalam bullying antara lain:
1.Mengatakan hal yang tidak menyenangkan atau memanggil seseorang dengan 
   julukan buruk
2. Mengabaikan atau mengucilkan seseorang dari suatu kelompok karena suatu tujuan
3. Memukul, menendang, menjegal, atau menyakiti orang lain secara phisik
4. Mengatakan kebohongan atau rumor yang keliru mengenai seseorang atau  
    membuat siswa lain tidak menyukai seseorang dan hal-hal semacamnya.​[13]​
Dari berbagai tindakan tersebut maka bullying dapat dikategorikan menjadi: bullying yang bersifat verbal, indirect (sosial/relational), dan fisik.​[14]​ Bullying verbal, misalnya: mengatakan atau menulis sesuatu yang kasar atau menyakiti hati, menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan, komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas, dan mengancam.​[15]​ Bullying yang bersifat sosial/relational meliputi tindakan yang merusak reputasi atau hubungan, misalnya: menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok pertemanan atau meninggalkan dari berbagai hal dengan sengaja seperti mengucilkan, menyebar gosip, mempermalukan seseorang di depan umum, membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang. Bullying yang bersifat fisik meliputi tindakan menyakiti badan seseorang atau merusak barang, misalnya memukul, menendang, menelikung, meludah, mendorong, mengambil atau merusak barang milik korban, membuat gerakan/sikap badan yang kasar.​[16]​ Saat ini berkembang jenis baru berupa cyber bullyin. Menurut kamus Merriam-Webster, cyberbullying berarti bentuk ancaman” atau “serangan” yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang disampaikan melalui pesan elektronik lewat media​[17]​
Menurut Astuti,​[18]​ terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying, yaitu:   1) Perbedaan kelas, ekonomi, agama, jender dan etnisitas; 2)  Tradisi senioritas; 3)   Senioritas; 4)   Keluarga yang tidak rukun; 5).   Karakter individu; dan 6)   Situasi sekolah yang tidak harmonis.
	Perbedaan kelas, ekonomi, agama, jender dan etnisitas di dalam suatu kelompok dapat memicu terjadinya bullying jika perbedaan tersebut tidak bisa disikapi dengan baik oleh anggota kelompok tersebut atau jika tidak ada rasa toleransi diantara anggota kelompok.​[19]​ Perbedaan kelas, misalnya kelas XII dengan kelas X, secara tidak langsung akan memunculkan perasaan senior dan yunior. Perbedaan ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang merasa senior untuk mem-bully yunior. Selanjutnya, faktor ekonomi antara mereka yang kaya atau ‘berkecukupan’ dengan yang miskin atau ‘tidak berkecukupan’ dapat memicu terjadinya bullying. Sebagai contoh adalah kasus meninggalnya siswi SMP Negeri di Jakarta karena bunuh diri. Siswi yang berusia 13 tahun tersebut menanggung rasa malu karena diejek terus-menerus oleh teman-temannya sebagai anak tukang bubur.​[20]​ 
Bullying juga dapat terjadi karena perbedaan agama.​[21]​ Dalam masyarakat yang sangat pluralitas maka toleransi menghargai agama seseorang menjadi sangat penting. Kelompok mayoritas agama tertentu jika tidak menghargai yang minoritas dapat berpotensi melakukan bullying; dan ini dapat berimbas pada tindakan bullying yang dilakukan oleh individu dari kelompok mayoritas terhadap individu dari kelompok minoritas. 
Perbedaan jender juga sering menjadi pemicu terjadinya bullying.​[22]​ Ruang lingkup jender tidak terbatas pada hubungan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi meliputi juga kelompok lesbian, gay, transjender dan biseksual (LGTB). Struktur dan sistem masyarakat yang bersifat patriarkhi, yaitu lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan membawa akibat pada kebanyakan laki-laki memiliki pola pikir dan tindakan yang bersifat superior terhadap perempuan yang berada dalam posisi tersubordinasi dan inferior. Situasi menjadi warga yang tersubordinasi dan inferior juga dialami oleh kelompok LGTB yang sering mengalami bullying yang dilakukan oleh hampir seluruh anggota masyarakat dari seluruh lapisan dan usia.
Perbedaan etnisitas juga dapat dapat memunculkan perilaku bullying karena stigma-stigma tertentu yang hidup dalam masyarakat-stigma yang dibuat berdasarkan generalisasi atas suatu nilai, perilaku atau budaya yang belum tentu benar oleh kelompok etnis mayoritas terhadap kelompok etnis minoritas. Stigma tersebut kemudian dibawa oleh individu dari kelompok mayoritas untuk mem-bully individu dari kelompok minoritas.
	Tradisi senioritas yang dimaksud adalah tradisi yang dibuat oleh kelompok tertentu yang merasa lebih senior dari yang lain. Tradisi ini kadang-kadang tidak tertulis, tetapi hidup dan sengaja dihidupkan dengan tujuan untuk menunjukkan senioritas kelompok tertentu. Tradisi ini biasanya tidak berhenti untuk periode tertentu, tetapi berlangsung terus karena diwariskan secara turun temurun kepada tingkatan berikutnya. Sebagai contoh adalah kasus bullying di SMA 82 Jaksel pada Tahun2010, dikeroyok dan dianiaya hingga pingsan karena melewati ‘jalur gaza’.​[23]​
	Senioritas dapat dijelaskan sebagai situasi di mana kelompok atau seseorang seseorang menganggap dan merasa bahwa kelompok atau seseorang tersebut ‘lebih’ (lebih tua, lebih dahulu, lebih mengetahui, lebih berpengalaman dan sebagainya) daripada kelompok atau individu yang lain. Anggapan dan perasaan tersebut kemudian dikembangkan oleh para ‘senior’ ini untuk menunjukkan status mereka yang ‘lebih’. Menurut Astuti, alasan melakukan senioritas terhadap yang ‘yunior’ berbagai macam, bisa karena untuk mencari hiburan, penyaluran dendam, iri hati, mencari popularitas, melanjutkan tradisi, atau menunjukkan kekuasaan.​[24]​  
	Menurut Astuti, keluarga yang tidak rukun juga dapat menjadi penyebab terjadinya bullying di sekolah.​[25]​ Selain itu, para ahli telah mengidentifikasi bahwa kompleksitas masalah keluarga seperti ketidakhadiran ayah atau ibu, orangtua yang mengalami depresi, kurangnya komunikasi antara orangtua dan anak, ketidakharmonisan orangtua, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ketidakmampuan ekonomi dapat mengganggu perkembangan jiwa anak dan memicu perilaku agresi di kelompoknya.​[26]​
	Karakter individu sebagai penyebab bullying apabila yang bersangkutan memiliki perasaan dendam atau iri hati, keinginan untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik atau/dan daya tarik seksual, dan untuk meningkatkan popularitas pelaku di kelompoknya. Selain itu, persepsi yang salah dari individu terhadap bullying juga turut mempengaruhi berlangsungnya bullying dimana individu, dalam hal ini korban, menganggap bahwa dirinya memang pantas diperlakukan sedemikian rupa sehingga bullying berlangsung berulang kali.​[27]​ 
	Situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif juga telah diidentifikasi sebagai penyebab dan penyubur praktek bullying di sekolah. Menurut Astuti, hal ini terjadi karena rendahnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru, rendahnya kedisiplinan, dan peraturan sekolah yang tidak konsisten. Situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif dapat diatasi dengan menciptakan iklim sekolah yang dapat membantu individu untuk merasa berharga, bermartabat dan penting, serta membantu terciptanya suatu perasaan memiliki terhadap segala sesuatu di sekitar lingkungan sekolah.​[28]​  Menurut Kassabri, ada tiga aspek iklim sekolah yang penting untuk dikembangkan, yaitu: 
1)	School policy against violence that include clear, consist and fair rules
2)	Teacher supports of students
3)	Students participation in decision making and in the design of intervention to prevent school violence.​[29]​

School policy against violence that include clear, consist and fair rules berarti ada kebijakan yang tegas dari pihak sekolah untuk membuat aturan atau tata tertib sekolah yang jelas, konsisten dalam penerapannya dan diterapkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu baik terhadap guru, tenaga kependidikan dan administrasi, tenaga keamanan (satpam, penjaga sekolah), siswa maupun semua pihak yang menjalankan kegiatannya di sekolah (termasuk petugas kantin).
Teacher supports of students, artinya guru harus memberikan dukungan kepada siswa dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Dengan demikian guru harus memahami dan memiliki nilai-nilai yang menghargai hak-hak anak, dan memahami cara mencegah dan menyelesaikan konflik yang muncul karena bullying. Oleh karena itu, peraturan atau tata tertib sekolah yang jelas tentang penanganan bullying, termasuk kejelasan standar operasionalnya, menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi guru dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung siswa.
Students participation in decision making and in the design of intervention to prevent school violence. Keterlibatan siswa dalam pembuatan keputusan dan dalam mendesain program-progam pencegahan kekerasan di sekolah menjadi sangat penting untuk keberhasilan penerapan aturan atau tata tertib sekolah tersebut. Hal ini sangat beralasan karena peraturan atau tata tertib dibuat dengan mendengarkan pengalaman siswa yang notabene adalah sasaran dari aturan tersebut. Sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan mendesain tata tertib, maka siswa akan mempunyai rasa memiliki atas peraturan tersebut sehingga memiliki kemauan untuk menaatinya. 
3.  Tanggungjawab Negara: Pengalaman Norwegia menghadapi bullying di sekolah  
Korban kekerasan atau bullying di sekolah di Indonesia sudah cukup banyak, akan tetapi belum ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terulangnya kekerasan dengan menciptakan kebijakan atau sistem yang diperlukan. Kepedulian pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di sekolah masih sangat rendah. Hal ini sangat berbeda dengan respon negara Norwegia di tahun 1983 ketika tiga remaja sekolah melakukan bunuh diri sebagai akibat mengalami bullying yang terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawannya di sekolah. Menteri Pendidikan Norwegia segera merespon dengan melakukan kampanye berskala nasional untuk menghapuskan kekerasan/bullying di sekolah melalui program pencegahan bullying di sekolah yang terkenal dengan nama Olweus Bullying Prevention Program (OBPP).​[30]​ Program ini dilaksanakan di 2500 sekolah di Norwegia dalam kurun waktu 1983-1985, dan selanjutnya program ini diadopsi oleh negara Amerika Serikat di pertengahan tahun 1990. Program ini juga telah memberi inspirasi bagi negara-negara lain seperti Belgia, Canada, German dan Inggris untuk melakukan hal yang sama.​[31]​ 
Olweus Program telah dirancang untuk mencapai tujuan berupa: berkurangnya masalah bullying yang sering dialami siswa di sekolah, pencegahan munculnya bullying yang baru, dan peningkatan hubungan-hubungan kelompok siswa di sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah-sekolah di Norwegia telah bekerja keras untuk memperbaiki lingkungan di sekolah mereka untuk mengurangi peluang terjadinya bullying, meniadakan penghargaan atas perilaku bullying, dan membangun rasa kebersamaan di antara siswa dan orang dewasa (guru, tenaga kependidikan, orangtua murid, dan pegawai lain) di komunitas sekolah. 
Untuk melaksanakan program ini, terdapat empat (4) prinsip dalam OBPP yang harus dipegang teguh, yaitu: 
Orang dewasa yang berada di sekolah harus:
(a) Menunjukkan kehangatan dan kepentingan terhadap murid-murid, 
(b) Meletakkan batas ketegasan terhadap perilaku yang tidak bisa diterima, 
(c) Secara konsisten menghindari penghukuman yang menimbulkan  
      konsekuensi-konsekuensi yang negatif dan yang merusak apabila terjadi  
      pelanggaran aturan, dan bertindak sebagai model yang dapat ditiru.​[32]​
 
Keempat prinsip tersebut harus diterapkan ke dalam setiap komponen OBPP yang meliputi level sekolah, ruang kelas, individu dan komunitas.  Setiap level memiliki program atau target yang harus dijalankan, misalnya di level sekolah, sekolah harus mendirikan komite khusus untuk pencegahan bullying, mengadakan training untuk anggota komite dan seluruh staf, mengadakan focus group diskusi, memperkenalkan (dan membuat) aturan sekolah menentang bullying dan melibatkan orangtua. 

Tabel 1. Komponen dalam Program Pencegahan Bullying Olweous

School–level components    Establish a Bullying Prevention Coordinating Committee (BPCC)    Conduct training for the BPCC and all staff    Administer the Olweus Bullying Questionnaire (Grades 3-12)    Hold staff discussion group meeting    Introduce the school rules against bullying    Review and refine the school supervisory system    Hold a school-wide kick-off event to launch the program    Involve parentsClassroom-level components    Post and enforce school-wide rules against bullying    Hold regular (weekly) class meetings to discuss bullying and related topics    Hold class-level meetings with students’ parentsIndividual-level components    Supervise students’ activities    Ensure that all staff intervene on the spot when bullying is observed    Meet with students involved in bullying (separately for those who are           bullied and who bully)    Develop individual intervention plans for involved students, as neededCommunity-level components    Involve community members on the Bullying Prevention Coordinating          Committee    Develop school-community partnership to support the school’s program    Help to spread antibullying messages and principles of best practice in the          Community
Sumber: Dan Olweus dan Susan P. Limber, 2010​[33]​

Pada tingkat di ruang kelas, program dan target yang harus dicapai adalah menyebarluaskan dan menerapkan aturan atau tata tertib sekolah anti bullying, melakukan pertemuan teratur untuk membicarakan bullying dan topik-topik yang terkait, serta mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa. Pada tingkat individu harus ada pengawasan terhadap aktivitas murid, harus ada kepastian bahwa seluruh staf melakukan intervensi di tempat kejadian ketika terjadi bullying, bertemu secara terpisah dengan murid yang terlibat bullying baik mereka yang berperan sebagai pelaku atau korban, bertemu dengan orangtua murid yang terlibat dalam bullying, membangun pemulihan korban. Selanjutnya, melibatkan anggota masyarakat di tingkat komunitas, membangun kerjasama dengan masyarakat untuk mendukung program anti bullying, dan membantu penyebaran secara luas pesan anti bullying kepada masyarakat.
Program ini juga mewajibkan dibentuknya komite khusus yang bertugas sebagai pengawas bahwa prinsip-prinsip OBPP di setiap level (sekolah, ruang kelas, individu dan komunitas) benar-benar diterapkan. Selain itu juga secara teratur berkoordinasi dengan semua pihak terkait dengan semua upaya pencegahan bullying, menerima saran dan masukan dari semua pihak terkait dg pelaksanaan program dan menyampaikan ke masyarakat luas.  Komite ini beranggotakan sejumlah orang yang jumlahnya bervariasi tetapi harus mewakili berbagai elemen di sebuah sekolah seperti: pelaksana harian sekolah (kepala sekolah atau pengurus yayasan), guru, staf nonpengajar, konselor, orang tua, dan murid sekolah (khusus untuk siswa di sekolah menengah pertama dan atas).​[34]​ 
 Melalui program ini juga dibuat aturan tentang bullying yang wajib untuk diikuti dan diterapkan di sekolah masing-masing. Aturan ini diadakan agar terdapat persamaan persepsi tentang perilaku yang diharapkan dari semua anggota elemen di setiap sekolah. Keempat aturan tersebut berbunyi sebagai berikut: 
(a) kami tidak akan melakukan kekerasan atau membully orang lain; 
(b) kami akan membantu siswa lain yang mengalami kekerasan atau bully; 
(c) kami akan membantu untuk melibatkan siswa yang dikucilkan dan 
(d) Jika kami mengetahui bahwa seseorang sedang dibully, kami akan    
      memberitahu kepada orang dewasa yang ada di sekolah dan orang dewasa  
      yang berada di rumah​[35]​





4. Tanggungjawab negara: Pengalaman Indonesia menyikapi bullying
Kepedulian pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di sekolah masih sangat rendah.​[38]​ Hal ini terjadi karena pemerintah dan guru tidak mempunyai rasa memiliki-tanggungjawab untuk mencegah atau menghapus perilaku bullying di sekolah. Bullying dianggap hal yang wajar dan seolah-olah menjadi tanggungjawab komunitas sekolah untuk diselesaikan. Akan tetapi, ketika terjadi bullying, banyak guru dan siswa yang cenderung tidak mengadukan kekerasan karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.​[39]​ Tidak ada tindakan suatu kebijakan atau program yang nyata untuk mencegah atau menghapus bullying, baik yang diinisiasi oleh pemerintah atau Federasi Serikat Guru Indonesia. Dewan Federasi Serikat Guru Indonesia pun tidak mampu membuat ketentuan untuk mengatur peran guru agar lebih berani menindak pelaku bullying atau para guru membuat peraturan/tata tertib yang responsive bullying.​[40]​ Menurut Doni Koesema, Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memutus mata rantai kekerasan di sekolah, yaitu:
Pertama, sekolah harus  membuat kebijakan anti-bullying dan kekerasan. Kedua, mendidik seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, staf, siswa, dan orang tua agar dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan. Ketiga, menciptakan prosedur untuk melaporkan perilaku bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah. Keempat, guru dan siswa harus belajar bagaimana menyikapi perilaku kekerasan untuk mengantisipasinya. "Kelima, para siswa harus menyalurkan kecenderungan perilaku agresif dengan menyalurkannya membuat keterampilan yang disukai.​[41]​

	Atas dasar kenyataan bahwa pemerintah lamban dalam menangani masalah bullying di sekolah, komunitas sekolah juga cenderung tidak berani menginisiasi sebuah program atau peraturan anti kekerasan/bullying untuk sekolah masing-masing, dan orangtua cenderung membiarkan saja bullying yang sering terjadi di sekolah, maka harapan terakhir berada pada masyarakat. Saat ini sudah cukup banyak organisasi non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap masalah bullying, tetapi belum ada yang menyentuh pada peraturan sekolah. 
Peraturan sekolah merupakan salah satu faktor (dari beberapa faktor di tingkat sekolah) yang digunakan oleh Olweuss dalam menjalankan programnya. Program yang dicanangkan Olweus tidak hanya di ruang lingkup sekolah, teapi juga di ruang kelas, siswa secara individu dan komunitas di sekitar lingkungan sekolah. Mengingat bahwa peraturan sekolah anti bullying merupakan sesuatu hal yang baru bagi sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang hal tersebut. Penelitian ini diselenggarakan pada tahun 2015 untuk menginisiasi sebuah model tata tertib yang responsive anti kekerasan/bullying.​[42]​ Adapun model tata tertib sekolah anti kekerasan/bullying ini telah dibuat melalui kegiatan workshop dan focus group diskusi antara guru dan siswa yang menjadi responden dalam penelitian.​[43]​ Tata tertib ini mengatur mengenai beberapa hal, yaitu: larangan untuk melakukan tindakan bullying, jenis bullying dan sanksi, alur pemulihan terhadap korban, alur pelaporan dan penyelesaiannya. 
	Tabel 4. 1. Tata Tertib Sekolah
Aturan	DILARANG MELAKUKAN BULLYING DI SEKOLAH dalam bentuk apapun baik bullying verbal, phisik, sosial/relational dan cyber bullying (lihat penjelasan)Semua pihak yang melakukan bullying akan dikenai sanksi. Sanksi dapat berupa sanksi ringan, sedang dan berat (lihat penjelasan).Bagi siapa saja yang menjadi korban bullying dapat melaporkan kepada pihak-pihak di sekolah yang telah diberi kewenangan untuk mendapat pendampingan.
Pengertian	Adalah suatu tindakan dan pengulangan tindakan dari seseorang atau kelompok yang memiliki keinginan  untuk menyakiti seseorang yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak yang lemah terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri.
Jenis Bullying dan Sanksi	1. Bullying verbal:     1.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau             menyakiti hati; Sanksi: RINGAN)Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau      menyakiti hati; (Sanksi: SEDANG)Komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas; (Sanksi: SEDANG)     1.4. Mengancam; (Sanksi: SEDANG);2. Bullying Social/Relasional (Sanksi: SEDANG)	     2.1. Menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok            Pertemanan;   2.2. Mengucilkan teman;   2.3. Menyebar Gosip;   2.4. Mempermalukan seseorang di depan umum;   2.5. Membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang;3. Bullying Fisik (Sanksi: BERAT)    3.1. Memukul, menampar, mencubit, menendang, mendorong,             menelikung dan tindakan/serangan terhadap fisik seseorang;    3.2. Mengambil/merusak barang milik korban;    3.3. Membuat gerakan atau sikap badan yang kasar;4. Cyber Bullying (Sanksi: BERAT)    4.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau             menyakiti hati melalui  pesan elektronik/media sosial;    4.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau menyakiti            hati melalui pesan elektronik/media social;    4.3. Komentar yang bersifat seksual melalui pesan elektronik/media             sosial;    4.4.Menyerang atau mengancam seseorang melalui pesan            elektronik/media social;     4.5. Mengirim/memposting  gambar yang tidak senonoh melalui             pesan elektronik/media social.                 
Jenis Sanksi	Pelanggaran ke-1 : diberi 1 tugas sosial (Ringan)Pelanggaran ke-2 : diberi2 tugas sosial (Ringan)Pelanggaran ke-3 : orang tua diundang ke sekolah, siswa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua, skorsing di sekolah (diberi 3 tugas sosial) dan meminta tugas dari guru mata pelajaran hari tersebut (Sedang)Pelanggaran ke-4 : orang tua diundang ke sekolah, siswa membuat Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani orang tua, dan diskorsing dirumah selama 1 hari (Berat)Pelanggaran ke-5: Siswa dikembalikan ke orang tua (Berat)Contoh tugas sosial :Menyapu, mengepel;Membersihkan kaca, pintu, meja dikelas, di laboratorium, lorong kelas, perpustakaan, Menyiram tanamanMembersihkan kamar mandi.
	Sumber: Data terolah, 2015

4.2. Alur Pemulihan 

	Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: BK (Guru Bimbingan dan Konseling); GA (Guru Agama), K (Korban).

Pada alur ini, korban akan mendapat pendampingan dari guru BK atau guru agama. Apabila korban mengalami pemulihan selama dibimbing oleh sekolah melalui para guru ini maka alur pemulihan berhenti di sekolah. Akan tetapi, apabila ternyata pihak sekolah tidak mampu menangani pemulihan maka korban akan dirujuk kepada pihak ketiga yang terdiri dari para ahli, misalnya dokter jika terjadi cidera fisik, psikiater atau psikolog jika tekanan atau gangguan mental yang dialami korban cukup parah.
    4.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying
4.3.1. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Ringan (1)
Pada alur penanganan pelanggaran yang dianggap ringan, korban atau saksi dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Wali kelas dan guru BK ini dapat menyelesaikan dengan cara memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk dikonfirmasi. Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk dilakukan rekonsiliasi diantara keduanya. Lihat diagram berikut ini.


	Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan  
                     Konseling), K (Korban), P (Pelaku).
	
4.3.2. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Ringan (2)
	Alur berikut di bawah ini dilakukan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan dalam hal wali kelas tidak dapat menyelesaikan bullying yang terjadi. 

	Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan  
                     Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), K (Korban), P (Pelaku).

Pada alur ini, korban atau saksi dapat melaporkan bullying kepada wali kelas, selanjutnya wali kelas akan menyampaikan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan kemudian menyelesaikan dengan cara memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk dikonfirmasi peristiwa dan penyebabnya. Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk dilakukan rekonsiliasi diantara keduanya.

4.3.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
             Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah	

Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan  
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku).
	
Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak sosial di masyarakat sekolah maka korban atau siswa dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Selanjutnya wakil kelas atau guru BK melanjutkan laporan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan memanggil korban dan plekau secara terpisah untuk melakukan konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan korban, orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw dan penyebabnya untuk mengetahui duduk perkaranya. Ketika dua pihak ini dipertemukan maka wakil kepala sekolah bagian kesiswaan bertindak sebagai mediator untuk melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada orangtua kedua pihak dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak ada dendam di antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan.
 
4.3.4. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
             Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi Belum Terlibat

Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan  
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), KS (Kepala Sekolah), Pol (Polisi), 
K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku).

Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak sosial di masyarakat sekolah tetapi polisi belum terlibat maka korban atau siswa dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. eSelanjutnya wakil kelas atau guru BK melanjutkan laporan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan kemudian melanjutkan laporan kepada kepala sekolah. Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk melakukan konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya. Kepala sekolah bagian kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan korban, orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw dan penyebabnya untuk mengetahui duduk perkaranya. Dalam kesempatan ini Kepala sekolah bertindak sebagai mediator untuk melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada orangtua kedua pihak dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak ada dendam di antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan. Apabila tidak ada kesepakatan atau rekonsiliasi yang dicapai dalam tahap ini, maka kepala sekolah melaporkan kepada polisi.
4.3.5. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
                     Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi Belum Terlibat
Alur berikut ini merupakan kelanjutan proses atas laporan yang dibuat oleh pihak kepala sekolah kepada pihak kepolisian dalam kasus bullying tidak bisa diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah. 

	Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), Waka (Wakil kepala sekolah), KS (Kepala 
Sekolah), Pol (Polisi), K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku), M (Masyarakat).
	
Di dalam proses penyelesaian ini, polisi tetap akan menggunakan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan prinsip restorative justice terhadap masalah-masalah hukum yang melibatkan anak. Untuk menjaga obyektivitas, maka keterlibatan unsur masyarakat pada tahap merupakan kewajiban. Unsur masayarakat ini dapat berupa tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah anak, komite orangtua murid, tokoh-tokoh agama dan sebagainya.
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